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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang diberikan keistimewaan dalam 

menjalan otonomi daerah, khususnya mempunyai wewenang untuk melaksanakan 

syariat Islam di Indonesia, akan tetapi syariat Islam yang dijalankan belum 

sepenuhnya terlaksana dengan baik sejak diberlakukan Qanun Aceh No.12 tahun 

2003 tantang minuman khamar dan sejenisnya, Qanun Aceh No.13 tahun 2003 

tentang maisir (perjudian) dan Qanun Aceh No.14 tahun 2003 tentang khalwat 

dan mesum, sampai dinyatakan diberlakukannya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Qanun 

hukum jinayat.
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Syari‟at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. 

Pelaksanaan syari‟at Islam diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah 

Istimewa Aceh. Pemberlakuan Syari‟at Islam secara formal di Aceh tentunya 

bukan hanya dalam aspek ibadahh saja, tetapi dalam berbagai aspek.
2
 

Secara formal aplikasi Syari‟at Islam di Aceh telah di dukung oleh undang-

undang dan qanun-qanun yang bersifat publik. Ada empat qanun yang sudah 

diterapkan kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan syari‟at islam di 

Aceh yaitu: (1) Qanun Aceh No 11 Tahun 2002 tentang pelaksaan syariat islam 
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dibidang aqidah, ibadah dan syi‟ar Islam. (2) Qanun Aceh No 12 Tahun 2003 

tentang minuman khamar (minuman keras). (3) Qanun Aceh No 13 Tahun 2003 

tentang maisir (perjudian). (4) Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 tentang khalwat 

(perbuatan mesum dan pergaulan bebas). Berdasarkan keputusan Gubernur Aceh 

Qanun Aceh mengalami revisi, maka dibentuklah Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 

tentang Hukum Jinayat, yaitu mengatur tentang khamar, maisir dan khalwat 

(Ikhtilath, Zina).
3
 

Penerapan Qanun Jinayat tidak terlepas dari sejarah perjuangan MOU antara 

Pemerintah Indonesia dengan masyarakat Aceh.  Dengan kata lain, qanun jinayat 

merupakan hasil dari kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat Aceh 

untuk menjalankan hukum sesuai dengan syariat Islam, qanun Jinayat hingga saat 

ini menjadi bahan perdebatan dalam kajian hukum, karena kehadirannya dianggap 

sebagai pemicu perpecahan di Indonesia, seakan-akan Aceh merupakan “Negara 

dalam Negara” karena diakibatkan oleh perbedaan hukum dengan wilayah lain 

yang ada di indonesia. Terlepas dari perdebatan tersebut, dengan hadirnya 

eksistensi Qanun Jinayat di Aceh semakin kuat dengan hadirnya Qanun No 11 

Tahun 2002 yang menjelaskan tentang eksistensi syariat Islam dan Qanun Jinayat 

No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat semakin mempertegas bahwa Qanun 

Jinayat di Aceh adalah salah satu sumber hukum dan produk hukum dari sistem 

hukum di indonesia.
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Ketentuan tentang syari‟at Islam yang telah ditetapkan dalam undang-

undang No 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi 

daerah istimewa aceh menegaskan keistimewaan provinsi Aceh baik dalam 

bidang adat, pendidikan, agama dan kebijakan daerah, ditambah lagi dengan 

kehadiran undang-undang   Nomor   18   tahun 2014 tentang kesehatan jiwa 

manambah kuat kedudukan qanun di Aceh.  Qanun   merupakan suatu aturan 

hukum baik itu bersifat religious maupun kepemerintahan yang dibuat oleh 

pemerintah untuk dilaksanakan oleh masyarakat, sedangkan untuk perkara jinayat 

pemerintah aceh secara khusus mengeluarkan beberapa qanun pada tahun 2003 

dan pada akhirnya dilakukan penyempurnaan dengan diterbitkan Qanun 

Jinayat pada tahun 2014.
5
 

Penerapkan syari‟at Islam yang kaffah diperlukan kesiapan masyarakat itu 

sendiri, aparat penegak hukum dan lembaga yang bertugas. Melalui Peraturan 

Daerah No 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syari‟at islam maka terbentuklah 

sebuah lembaga pengawasan syari‟at Islam yang disebut Wilayatul Hisbah. 

Lembaga ini lahir sesuai dengan Qanun Provinsi Nangro Aceh Darussalam No 11 

Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari‟at Islam, dan Qanun Aceh No 8 Tahun 

2014 tentang pokok-pokok syari‟at Islam.
6
 

Wilayatul Hisbah merupakan bagian penting dalam instansi dinas syari‟at 

Islam di Aceh. Lembaga ini berperan penting dalam pengawasan qanun-qanun 

syari‟at Islam, dalam qanun No 11 Tahun 2002, dalam Pasal 14 (Bab VI, 
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Pengawasan Penyidikan dan Penuntutan) disebutkan: 1. Untuk melaksanakan 

Syari‟at Islam, pemerintah provinsi, kabupaten/kota membentuk wilayatul hisbah 

yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun ini. 2. 

Wilayatul Hisbah dapat dibentuk pada tingkat gampong, pemukiman, kecamatan 

atau wilayah/lingkungan lainnya. 3. Apabila dari hasil pengawasan yang 

dilakukan wilayatul hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini 

terdapat cukup alasan telah terjadinya pelanggaran terhadap qanun ini maka, 

pejabat pengawas (wilayatul hisbah) diberi wewenang untuk menegur atau 

menasehati sipelangar.
7
 

Wilayatul hisbah memiliki tugas pokok yang termuat dalam Keputusan 

Gubernur No 1 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja 

wilayatul hisbah Pasal 5 ayat 1. Tugas wilayatul hisbah yang termuat dalam 

Qanun tersebut meliputi: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan 

dan perundang-undangan dibidang syari‟at Islam, menegur, menasehati, 

mencegah dan melarang setiap orang yang telah, sedang atau akan melakukan 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari‟at Islam. 

Selain itu wilayatul hisbah diharuskan mengikuti petunjuk khusus dan terukur 

berupa melakukan pengawasan, melakukan pembinaan dan advokasi, melakukan 

koordinasi ketika ada pembinaan dan melimpahkan perkara kepada penyidik. 

Kewajiban wilayatul hisbah tidak terbatas dalam hal menertibkan 

pelanggran syari‟at seperti pemakaian jilbab, pemakaian yang tidak sesuai 

syari‟at, menegur orang yang lalai solat jum‟at, melarang berbagai maksiat dan 
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kemungkaran saja tetapi juga melihat bidang ekonomi, seperti pengawasan 

praktik jual beli dari riba dan kecurangan. Selain itu, mereka melakukan 

pengawasan halal dan haram produk makanan dan juga pengawasan aspek social 

dan budaya, seperti melarang kegiatan hiburan yang bertentangan dengan syari‟at 

Islam.
8
 

Ke ihadiran wilayatul hisbah seibagai institusi peine igak hukum syari‟at Islam 

teirnyata beilum juga meimbuat masyarakat seiutuhnya meingikuti aturan atau 

qanun-qanun yang te ilah di teitapkan, masih banyak masyarakat yang me ilanggar 

syari‟at baik di seingaja maupun tidak di seingaja. Se icara teioritis keihadiraan 

institusi wilayatul hisbah sudah sangat teipat dalam rangka meineigakkan amar 

ma’ruf nahi mungkar, namun seicara praktis keinyataan-ke inyataan dilapangan 

meinunjukkan bahwa institusi wilayatul hisbah be ilum optimal dalam meinghadapi 

be irmacam-macam prakteik pe ilangaran qanun syari‟at Islam.
9
 

Be irdasarkan dari data 4 tahun te irakhir ada seikitar 78 kasus peilanggaran 

(Ikhtilat), tidak hanya itu pe ilanggaran syari‟at Islam (ikhtilat) yang te irjadi di 

Kabupate in Gayo Lue is dimana banyak pasangan muda yang bukan mahram 

be irkumpul pada teimpat teirbuka dan meilakukan hal-hal yang me injeirumus ke ipada 

zina, dan mirisnya lagi hal te irse ibut banyak te irjadi pada teimpat pacuan kuda yang 

dimana beirde ikatan langsung de ingan kantor wilayatul hisbah di Kabupate in Gayo 

Lue is, dan tak be irjauhan  dari teimpat pacuan kuda teirse ibut ada juga beirbagai 

teimpat wisata lainya yang me injadi teimpat dan ajang yang se irupa bagi pe ilaku 
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ikhtilat untuk meinjalankan aksi peilangaran syari‟at Islam te irse ibut yang 

meinje irumus pada zina. 

 

 

1.1 Tabel 

Data Pelanggaran Qanun Dari Tahun 2020-2023 

No Nama Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

1 Ikhtilat 20 - 26 32 

Total    78 

Sumber Data: Staf Wilayatul Hisbah Kabupatein Gayo Lueis 

Dari uraian dan data di atas, maka peinting kiranya untuk meilakukan 

pe ineilitian teirkait deingan pe iran wilayatul hisbah dalam peingawasan ikhtilat 

be irdasarkan qanun no 11 tahun 2002 teintang pe ilaksanaan syari‟at Islam di 

bidang aqidah, ibadah dan syi‟ar Islam yang masih banyak te irjadi di kalangan 

masyarakat teirutama anak muda di Kabupatein Gayo Lue is. De ingan de imikian 

pe inulis meilakukan peine ilitian dalam be intuk seibuah tulisan hukum yang 

be irjudul: “Peran Wilayatul Hisbah dalam Pengawasan Ikhtilat 

Berdasarkan Qanun No 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari’at 

Islam Dibidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam (Studi Penelitian di 

Kabupaten Gayo Lues)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Be irdasarkan latar beilakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

pe ineilitian ini adalah seibagai be irikut: 
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1. Bagaimana peiran wi ilayatul hi isbah dalam pe ingawasan i ikhti ilat beirdasarkan 

Qanun No 11 Tahun 2002 dii Kabupatein Gayo Lue is? 

2. Bagai imana keindala yang dihadapi wi ilayatul hi isbah dalam peingawasan 

i ikhtiilat beirdasarkan Qanun No 11 Tahun 2002 di i kabupatein Gayo lue is? 

3. Bagai imana upaya yang di ilakukan wiilayatul hi isbah dalam peingawasan 

i ikhtiilat beirdasarkan Qanun No 11 Tahun 2002 di i Kabupate in Gayo Lue is? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian    

1. Tujuan Penelitian   

Se ihubung rumusan masalah dii atas, maka tujuan dalam peineili itiian iini i adalah 

se ibagai i be iriikut:  

a. Untuk meinge itahui i bagaiimana peiran wiilayatul hiisbah dalam peingawasan 

i ikhtiilat beirdasarkan Qanun No 11 Tahun 2002 di i Kabupate in Gayo Lue is. 

b. Untuk me inge itahuii apakah ke indala yang di ihadapii wi ilayatul hi isbah dalam 

pe ingawasan i ikhtiilat beirdasarkan Qanun No 11 Tahun 2002 dii Kabupatein 

Gayo Lue is. 

c. Untuk meinge itahui i upaya apa yang di ilakukan wi ilayatul hi isbah untuk 

meinghadapi i ke indalan dalam peingawasan i ikhtiilat beirdasarkan Qanun No 

11 Tahun 2002 dii Kabupate in Gayo Lue is. 

 

 

2. Manfaat Penelitian    

Adapun manfaat dalam peine iliiti ian iini i adalah se ibagai i beiri ikut: 
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a. Manfaat Teiori itiis  

1. Se ibagai i re ifeire insi i bagi i pe ine iliitii-pe ine ili itii se ilanjutnya yang re ile ivan 

de ingan pe ine iliitiian i inii. 

2. Se ibagai i bahan masukan bagi i pe inge imbangan i ilmu pe inge itahuan se irta 

bagi i i ilmu hukum iislam teirkai it deingan pe irmasalahan yang di ite iliitii. 

b. Manfaat Praktiis  

Se ibagai i bahan masukan keipada peimbaca meinge inai i pe ilaksanaan peiran 

wi ilayatul hi isbah dalam peingawasan i ikhtiilat beirdasarkan Qanun No 11 

Tahun 2002 dii kabupatein gayo lue is. 

D. Ruang Lingkup Penelitian  

Pe ine iliitiian i inii hanya me imbatasii pada Pe iran Wi ilayatul Hi isbah dalam 

Pe ingawasan te irhadap peirbuatan iikhtiilat be irdasarkan Qanun No 11 Tahun 2002 dii 

Kabupate in Gayo Lue is. Se irta Ke indala apa yang di ihadapi i oleih piihak wi ilayatul 

hi isbah kabupatein gayo lue is se ihi ingga teirke indala dalam me ilaksanakan tugas 

pe ingawasaanya dan Upaya apa yang akan diiteimpuh Wi ilayatul Hi isbah dalam 

meilakukan Peingawasan i ikhtiilat beirdasarkan Qanun No 11 Tahun 2002 dii 

Kabupate in Gayo Lue is se irta Solusi i yang akan diibe iri ikan seibagai i beintuk upaya 

pe inagggulangan Pe ingawasan te irhadap Iikhtiilat dii Kabupatein Gayo Lue is ole ih 

Wi ilayatul Hi isbah Kabupatein Gayo Lue is.  


	1 COVER.pdf (p.1)
	2 LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.pdf (p.2)
	3 LEMBAR PENGESHAN PENGUJI.pdf (p.3)
	4 LEMBAR ORISINALITAS.pdf (p.4)
	revisi sidang setengah julia-29-10-24.pdf (p.5-71)



